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PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Pemilihan Umum Merupakan suatu pesta demokasi yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat berarti 

Rakyatlag yang mempunyai kekuasaan tertinggi, Rakyatlah yang 

menentukan sistmem pemerintahan serta Rakyat pula yang 

menentukan tujuan yang hendak dicapai dikenal dengan istilah dari 

Rakyat, Oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Seiring dengan tuntutan 

reformasi yang menghendaki adanya perubahan kearah yang lebih baik 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, 

politik, sosial, budaya dan sistem pemerintahan yang lebih dekokratis 

yaitu pemerintahan yang mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi. 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala 

Daerah ( Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) dengan 

pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Sebagaimana diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya 

mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan 

membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 

14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). 

Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk 

memperkuat sistem presidensial. 

Sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 

diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional 

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah 

Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. 



B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purwakarta dalam pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari awal 

sampai akhir tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Purwakarta Tahun 2023; 

2. Tujuan penyusuan laporan ini adalah mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan anggaran secara umum dalam rangka Pemilihan 

kepada pemberi hibah. 

 

C. DASAR HUKUM 

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang       Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan 

Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

957); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139             Tahun 

2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan 

Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 

tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi 

Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara 

Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 



D. PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

a) Perencanaan Program dan Anggaran 

 Sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf (a) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang bahwa 

salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam 

Pemilihan Bupati dan Walikota salah satunya adalah 

“merencanakan program dan anggaran”. Kegiatan merencanakan 

program dan anggaran merupakan hal yang paling pertama dan 

utama dalam pelaksanaan Pemilhan Serentak Tahun 2020. KPU RI 

telah menetapkan dan mengatur pedoman teknis untuk seluruh 

KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dalam merencanakan 

program dan anggaran tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, 

sejak pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2017 sampai dengan 

Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah diatur beberapa pedoman 

sekaligus perubahannya sebagaimana dasar hukum di atas. 

Peraturan teknis tersebut pada tabel diatas, menjadi pedoman bagi 

setiap KPU Kabupaten/Kota selain untuk menyusun program 

Pemilihan Serentak, menjadi juga pedoman dalam menyusun 

anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan atau direncanakan. 

 Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

bahwa pendanaan pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 

dibiayai oleh APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 



tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati              

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi        Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 826), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 60), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan 

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

957), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139             Tahun 

2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan 

Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, 

Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, 



Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan 

Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;. 

Pendanaan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak dengan 

tahapan sebagai berikut : 

 

1) KPU Kabupaten Purwakarta menyusunan kebutuhan 

anggaran; 

2) KPU Kabupaten Purwakarta menyampaikan permohonan 

reviu kepada KPU RI; 

3) KPU Kabupaten Purwakarta melakukan rapat koordinasi 

berupa audiensi kepada Plt. Bupati Purwakarta dan Pimpinan 

DPRD Kabupaten Purwakarta; 

4) Anggaran hibah yang direviu oleh KPU RI kemudian diusulkan 

kepada Pemerintah Daerah; 

5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan 

Bersama berdasarkan standar biaya APBN; 

6) Apabila disetujui kepala SKPD menyusun dan mengesehakan 

serta menuangkan dalam belanja DPA-SKPD; 

7) Penyusunan, Penandatanganan NPHD antara Kepala Daerah 

dengan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta. 

 

Sebagaimana diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya 

mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan 

membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 

14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). 

Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk 

memperkuat sistem presidensial. 

Sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 

diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 



2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional 

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah 

Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Seiring 

berjalannya waktu dengan berbagai langkah dan upaya yang telah 

dilakukan berupa koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Konsultasi 

kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat, Program dan Anggaran 

dapat disepakati oleh Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten 

Purwakarta. Guna mengatur legalitas keabsahan program dan 

anggaran tersebut Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Purwakarta 

bersepakat untuk menuangkannya dalam NPHD yang ditandatangani 

bersama pada hari Selasa tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun 2023 

bertempat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

dengan Nomor Berita Acara sesuai Kesepakatan Pemberian Hibah 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purwakarta untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Nomor 

AR.05.03/2676.A/KESBANGPOL NOMOR 496/KU.07-BA/3214/2023 

Dengan kesepakatan sebagai berikut :  

1. Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupari Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 untuk Komisi 

Pemilihan Umum disepakati sebesar Rp. 40.000.000.000,- 

(Empat Puluh Milyar Rupiah); 

2. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor 

900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 perihal 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 

mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2023 yakni 40% x Rp. 40.000.000.000,- = 

Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) dan sisanya 

sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) 

akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024. 



3. Register Hibah Pilkada Tahun 2023 KPU Purwakarta Setelah 

dilakukan Tanda Tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melakukan 

Register Hibah kepada Kantor Wilayah DJP Provinsi Jawa Barat 

pada tanggal 17 Nopember 2023 sebagaiman data dukung 

terlampir. 

4. KPU Purwakarta mengajukan Permohonan Persetujuan 

Pembukaan Rekening kepada KPPN Purwakarta pada tanggal 27 

Nopember 2023 sebagaiman data dukung terlampir. 

5. KPU Purwakarta mengajukan surat permohonan Pembukaan 

Rekening kepada KC BJB Syariah Purwakarta pada Tanggal 06 

Desember 2023 sebagaiman data dukung terlampir. 

6. KPU Purwakarta Menerima Transfer dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2023 

sebagaiman rekening koran terlampir. 

TABEL 
 LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA 

TAHUN 2023 

NO URAIAN 
JUMLAH 

KETERANGAN 
ANGGARAN REALISASI SISA 

 
 

1. Diterima Tranfer Anggaran 

Hibah PILKADA Termin ke I 

Tahun 2023 Tanggal 

20/12/2023 Melalui 

Rekening RPL 021 PDHL KPU 
PURWAKARTA UNTUK 

2XH2ZBRA Nomor Rekening: 

5020108111111 

Rp. 

16.000.000.000 
- 

Rp. 

16.000.000.000 
NIHIL 

 

 
a. Realisasi Anggaran Tahun 2023 

KPU Purwakarta setelah menerima Transfer dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Desember 

2023 sampai dengan akhir 31 Desember 2023 belum 

dilaksanakan penggunaan anggaran / NIHIL. 



b. Pengesahan Hibah Pilkada Tahun 2023 KPU Purwakarta 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa KPU Kabupaten 

Purwakarta bersepakat untuk menuangkannya dalam NPHD 

yang ditandatangani Bersama Antara KPU Kabupaten 

Purwakarta dengan Pemerintah Daerah pada hari Selasa 

tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun 2023 sebesar Rp. 

40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang terdiri 

dari 2 (dua) tahun anggaran : 

1) Tahun Anggaran 2023 Tahap I (Satu) 40% Sebesar Rp. 

16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah); 

2) Tahun Anggaran 2024 Tahap II (Dua) 60% Sebesar Rp. 

24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah); 

TABEL  

PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH KEGIATAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA 

TAHUN 2023 
 

NO 
TAHUN 

ANGGARAN 
JUMLAH ANGGARAN 

PENGESAHAN 

PENDAPATAN 
KETERANGAN 

1 2023 16.000.000.000 16.000.000.000 
SP2HL 

Pendapatan 

JUMLAH 16.000.000.000  

 

Purwakarta, 31 Januari 2024 

Komisi Pemilihan Umum 

Kab. Purwakarta 
 

 
 

 
 

RAHADIAN WIGUNA 

NIP. 197608312007011002 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER HIBAH  

MELALUI KANWIL DJP PROVINSI JAWA BARAT  

DANA HIBAH PILKADA PURWAKARTA  

TAHUN 2024 

 

 

 



 

  



 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMOHONAN PERSETUJUAN 
PEMBUKAAN REKENING 

MELALUI KPPN PURWAKARTA  
 
 

 

 
 
 

 

 
 



 
 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING 

MELALUI KPPN PURWAKARTA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN SP2D TERMIN I 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REKENING KORAN PERIODE  

DESEMBER 2023 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PENGESAHAN PENDAPATAN  

HIBAH PILKADA TAHUN 2023 

MELALUI KPPN PURWAKARTA 

 

 

 



 

 

  



 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

SP2HL  

HIBAH PILKADA TAHUN 2023 

MELALUI KPPN PURWAKARTA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAPORAN PENGGUNAAN REKENING 

KEPADA KPPN PURWAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


